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PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN PENERIMAAN NEGARA
BUKAN PAJAK DI LINGKUNGAN BADAN PUSAT STATISTIK

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK,

bahwa untuk kelancaran pengelolaan penerimaan negara
bukan pajak di lingkungan Badan Pusat Statistik, perlu
menetapkan Petunjuk Teknis Pengelolaan Penerimaan Negara
Bukan Pajak di Lingkungan Badan Pusat Statistik dengan
Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik;

1.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang
Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3687);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4400);

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang
Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997
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Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3694) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 1998
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998
Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3760);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1999 tentang
Tata Cara Penggunaan Penerimaan Negara Bukan Pajak
Yang Bersumber Dari Kegiatan Tertentu (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 136,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3871);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2004 tentang Tata
Cara Penyampaian Rencana dan Laporan Realisasi
Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 1, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4353);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2009 tentang
Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan
Pajak yang Berlaku pada Badan Pusat Statistik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 144 Tahun
2009, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4579);

9. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 163
Tahun 1998 tentang Sekolah Tinggi lImu Statistik;

10. Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2007 tentang
Badan Pusat Statistik;

11. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 493 Tahun 2009
tentang Penggunaan Sebagian Penerimaan Negara Bukan
Pajak pada Badan Pusat Statistik;

12. Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 121
Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Perwakilan BPS di Daerah;

13. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun
2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat
Statistik;

14. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 1 Tahun
2012 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengenaan Tarif
Rp0,00 (Nol Rupiah) Terhadap Pihak Tertentu atas
Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada
Badan Pusat Statistik.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN PENERIMAAN NEGARA
BUKAN PAJAK DI LINGKUNGAN BADAN PUSAT STATISTIK.
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Pasal 1

Petunjuk Teknis Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak
merupakan panduan bagi Atasan Langsung Bendaharawan
Penerima/Pengguna, Bendaharawan Penerima, dan
Bendaharawan Pengguna dalam rangka Pengelolaan
Penerimaan Negara Bukan Pajak di lingkungan Badan Pusat
Statistik.

Pasal 2

Petunjuk Teknis Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak
di lingkungan Badan Pusat Statistik sebagaimana tercantum
dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 3
Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam
Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 2 April 2012
KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK,

SURYAMIN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 10 Mei 2012

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN

*pelum dalam bentuk lembaran lepas
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